Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Pervialat Provinsi Bali

Dua Mantan Kelian Ditahan

* Korupsi Santunan Kematian Jembrana
gy Ma TR DRI GFRITEY

A EalineRinin ML) cblughes it
g 0 _ o

e

Edisi 2 [(m.s,to_)mum 20(9
Hal .14 '




Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwaldilan Provinsi Bali

(&}

Bali Posl

e - B

Terdakwa Seret

Kepala BPMDPKBPD
_dan Pemenang Tender

G




Sub Bagian Humas dan Tata Usaha B

PK RI Perwakil.in Provinsi Bali

L

» Kemis, [0 Yanpare 2919

1 \Z




Sub Bagian Humas dan Tata Usahp BPK RI Pe¢

Bali Posl

e

Edisi

: Genin, 7 danvari 2619




Sub Bagian Humas dan Tata Usahph BRK Rl Perwaldlan Provinsi Bali

#TLARLAN {[{"1 TRNE

Hg a‘Tr..P:!_'-_f."" .
:’1'* Sl

R

g
R S TS, U ET LA NERE

Edisi ' Kam':g.lo__.‘_}qf\gq;].; \9 _ 'l

|

|

|

|
-!- L
.




Sub Bagian Humas d:—fn Tata Usaha BPK RI Perwalkiilan Provinsi Bali

Edisi

Hal 1 8.




Sle Bdk

'\,h-l'\
Ay b

i, LU

Jlan Hume

RLAN U

s dan Tata Usaha BPK R

iapkan dana Rp 1,

SIN&AH.AIA. NusaBa}i
Pemkab Bulelen  telah npeny-

merelokasi pedagang di Basar
Banyuasri, menyusul rencaga re-
vitalisasi pasar ketiga di Bulgleng
tersebut. Relokasi dilakukan|seki-
tar April 2019, sebelum bangiunan
pasar diratakan. Lokasi refokasi
dipastikan memanfaatkan |areal
Terminal Banyuasri yang berja-

‘rak beberapa meter dari Pasar

Banyuasri.
Kepala Dinas Perindugtrian
dan Perdagangan (Peri daﬁ)

- Buleleng 1 Ketut Suparto

ruang kerjanya, Selasa [8/1)
menjelaskan, jumlah dana re-
lokasi Rp 1,4 miliar, sebagian
besar untuk pembangunan tem-
pat penampungan Semgntara
para pedagang tercatat sk
1.000 pedagang. Bangungn itu
harus dibuat semi pernmjanen,
sehingga bisa ditempati hi
dua tahun. Pembangun .

sisanya sebesar Rp 100 j ta un-
tuk pembuatan detail engineer-

mentara, pengawasan, term:
sosialisasi. "Kenapa tempat

sakan secara multi years selama
dua tahun. Sehingga pedagang

. menempati tempat penampun-

an sementara itu bisa sampai
Eua tahunan,” jelasnya.
Dijelaskan, karena nilai pem-
bangunan tempat sementara itu
cukup besar Rp 1,3 miliar, maka

pembangunannya harus melewati

X Bariyu_asri, S-irigar i3

proses tender di Ba
Pengadaan (BLP) I
Proses tender d1_'

d:perlurak.m sud i
bulal} Maret2019

Untuk Iokasi el
Perindag Suparto mengungkap-
kan, tadmya ad'tlga alternative

lahan. Namun d = tiga alternative -

itu, Terminal B’nyuasrt dipilih

P{.I‘.jl'\.'\!'i.'l i\! i:iil 1

ovinst Bali

& R i e -

anyuasri, kemu-
dak mengeluarkan biaya
a. Disamping itu, aktivitas

~angkutan umum di Termtnal
anyuasri juga sedikit, h ya
Bus Malam yang sering n
gu penumpang. “K. au
_selama ini kan jaran

e} _nanrre di dalam terminal,
yang ada hanya bus malam yang
mau berangkat ke Jawa. Kami
ah koordinasi dengan Dinas
Perhubungan, untuk bus malam
nanti dipindah ke Terminal Cargo
dl an A Yani," katanya.
asar Banyuasri akan diban-
gun ulang dengan tiga lantai
berkonsep semi modern. Per-
tokoan yang ada disisi Selatan
de{cat dengan Ialan ‘A Yani, akan
digeser agak ke belakang. Lokas-
inya ini akan dibuat Plaza, seh-
i ada areal yang bisa dipakai
tempat nongkrong,. Plaza tersebut
akan didukung dengan kuliner
khas Buleleng. J |
Selain berkonsep semi mod-

15B , Pasar Banyuasri nanti akan

dijadikan pasar rujukan buah
local berkualitas. Sebagai pasar
ukan, satu lantaj dikhususkan
njual hasil pertanian local
berkualitas. Dalam pembangu-
nan nanti, Pemkab Buleleng, di
tahun 2019 telah mengalokasi-
kan dana sebesar Rp 100 miliar,
dari kebutuhan dana sebesar Rp
188 miliar. Proyek ini dikerja-
n secara berkesinambungan
selama dua tahun hingga tahun
20, Nantinya, pasar tersebut
an bisa menampug 1.700
edagang, termasuk pedagang

i pasar tumpah yang selama
ini memanfaatkan Terminal
anyuasri.& K1 i
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IT Tahun 2019, Alokasi Dana Desa I:sertamnan '

“Seluruh Desa Rombak APBDes

TotalAD_l ‘yang
l  dialoka: _untuk

2019 yang
dxsusun -

etribusi, dan ADD (AP 11]

etelah masing-masing l

enyusun APBDes 2 19

Ir)'gyataada ahan untuk. L
Semula unmk 129 desa

i Buleleng, total Dana Desa

ebesar Rp 106,822 miliar,

ajak Daerah Rp 15,975 mil-

y Retribusi Rp 2,275 miliar,

an ADD sebesar Rp 97,822

iliar. Rancangan itu disam-

aikan sekltar%q ulan Nopem-

er 2018, kepada seluruh

esa yang akan menyusun

_.BDes tazhun .’10’19 Hingga

Data diki m pu_,n. Selasa
(8/1), dalan
,APBDes, mas

pertepgahan Desamlmrzm& desa kini harus ahyesuax-
ran nitumasih tidakada kan dulu dala ‘APBDes.
rﬁahan; Seluruh desapun Karena ADD itu berkaitan

suda& merampungkan penyu- '
sunan APBDes tahun 2019.

- Ternyata di tengah pros-
es verifikasi APBDes untuk
‘pengesahan ke Pemkab Bule- !
‘leng ternyata besaran ADD I

didapat bertambah,

' nteJ ADD yang dialokasi .|
‘untuk 129 desa, kini ber-
- tambah menjadi Rp ,939.
imiliar naik hampir Rp 5 mil-

sember 201‘8. Se
ari 2019, ting
han dana untuk

it tidak lama, kar

gram kegiatannya
epekati sg'_ um

iar. “Ya, karena penambahan  PMD menargetka
-H:u E)f] ry?smg-masmg sei—,uruh desa di

sudah divmﬁkasé-.-akhfr De

dengan penghasilan tetap
Siltap) 1 ei'augkat
pala inras ‘Pemb
Masyarakat Desa
bupaten Buleleng

bahan ADD, mas g-masing
desa belum bisa mengajukan
verifikasi APBDes. Padahal
, APBDes

¥k,

Sebelumnya, Dinas PMD
Bulelenrg mengi nﬁﬂr}ma agar

1204ess dapatmeny

mmercepat prasaes"pem—
~ bangunan di i at desa

a penam-

L

Desa bagi desa terlambat menyer-
(temdes)lt;usuMasnka | ahkan APBDes 2019. & k19
|
Edisi Rabu, 9 Januari 2019
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Nuis

mening

mentara untuk pemhangunan
gardu yang di Pecatu s ng
dikerjakan dan dihara

selesai berbarengan. Den ah

adanya penambahan gaﬂtu di "

Pecatu, tentu akan ada tam-
bahan daya sebesar 120 MW,
Begitu juga untuk di gardu Nusa

Dua dan di bandara masing-

Proyek Kabel Tegangan Tinggi di Ktha Selatan

Pemasangan Dikebut, Target Rampung Aprll

BPK Rl Perwakilan ¥

ovinsi Bali

Nah, atas berbagai keluhan
itu, pihak PLN mengaku akan

mempercepat proses pengga-  se menerapkan traffi¢ man-

lian dan rencananya rampung agement. “Meski jalur terse- Peng

pada April 2019 mendatang. but terjadi kenacetan, namun  ruhan d
leonﬁrmasl terkail: proyek dengan diberlakukann a sis-  perten

At ini ' g mendapat banyak ke tem buka tutup-!tentu sedikit
'saat !I‘ll prOgas farakat itu, pen):gs pagian membantu memperlancararus
pengerjaan sudah ik JBTB 1, mer lakulintas. Kami menyampai-
x 1 3 g peke i kan permohonan maafkepada
memasuks 27 persen zihatkan kemacetan masyarakat, proyek ini tentu
n dari proyek tersebut untuk me rkuat keandalan
MANGUPURA, NusaBali kehandalan sis listrik di Bali dan Kuta Selatan i
Proyek pemasangan Saluran Bali khususnya jugadi  pada khusu snya, ungkapnya, '
Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) lah selatan. Menurut Aditya,  Jumat (4/1 s:
milik PLN Unit Induk Pem- | bawah tanah dip gang Diri untuk pem-
bangunan Jawa Bagian Timur san Pecatu, Ungz bu,at:an ¢l ini, kata Adi- !
dan Bali (UIP JBTB) | banyak  Kydh, hingga Nusa Dy a itu pen, er] mamangdlke-
dikeluhkan oleh masyarakat gan melakukan penggalian hutSaa ini pengerjaan
khususnya di wilayah Kuta agian jalan untuk menanam  sudah memasuki 27 persen.
1 Selatan, Badung. Pasalnya, ¢l dengan tegangan tinggi. Diharapka seluruhnya bisa
J proyek tersebut memakan sng,‘m. kerap terjadi selesai pada bulan Maret atau
! badan jalan yang menyebab- juga adanya kub April 2019. Sementara, untuk
' kan penyempitan ruas jalur. beberapa lokasi. mengantisipasi genangan saat
Walhasil, proyek tersebut Untuk mengantisipa musim hujan, pihak pelaksana
"~ kerap memicu kemacetan dan pihak pelaksana proyek sudah melakukan antlslpdgg;

kubangan air.

adatambahan 120 MW. &

w untuk saatini pekerjaan-
nyamemamdlkehut Tentunya,
kan akan segera selesai
dalam waktu dekat, kalau bukan

April nanti pertengahan tahun
ini,” imbuhnya.

Untuk diketahui, bahwa ka-
wasan Badung Selatan seperti
Pecatu hingga Nusa Dua, saat
ini terus terjadi peningkatan
terhadap kebutuhan listrik.

,,'S,ementana untuk gardu in-
~duk saat ini hanya dilayani
~dari Nusa Dua saja, sehingga
mkabumhan yang terus
‘meningkat serta dengan jarak
supiai yang imah* tentu mriadl

-

Proyek pe_ngsborén untuk pe
di ruas Jalan Darmawsng ¥

n dari bandara

Km. Sedan
ke Pecatu
adalal} 10

otal panjangnya
m. "Untuk total

di Bali Selatan, PLN Ul l
I mulai me
‘gan Saluran Kabel Tegar
Tinggi (SKTT) 150 kV. K
yang dipasang dari ka

~ Pecatu hingga Nusa Dua
n_llliki panjang sekita

_saballknya. bil;

juga akan-dibangun gardu

Pecatu Graha (BPG) dengan
| menerapkan sistem Gas Insu-
e Swttchgear (GIS) atau
du induk yang mengguna-
- kan isolasi Gas.

iharapkan, dengan tam-
bahan yang ada di Pecatu dan
l dara, untuk nya bisa
saling mendukung antara gar-
du di Bandara, Nusa dua dan
Pecatu. Hal ini untuk menjaga
 kehandalan sistem kelistrikan
' di Badung Selatan. Dengan
perumpamaan apabila ada

nIl eliharaan di Nusa Dua,
|un k pasokan listrik akan
| didukung sulpay dari Pecatu
‘maupun bandara. i

’ Edisi
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\/ lstrl Melamrkan,
Anggota Dewan Tetap Eksepsi

* Seret Kepala Dinas hmg a Rekanan Proyek |
Biogas Nusa Penida i

bantuan bl s yang ditetapkan o h
1 Putu Wid g‘:i selalgcu Ke;#all’a BP
PKBPD adalah tidak memenu :syaxat
sebagaimana yang ditetapkan dal
petunju tekms penggl*na;n D
Bidang E
“Sehi ggakaml disini menilai b‘% -

é

awal perencanaan, peneta
kriteria pemberian bantuan un
. instalasi/biogas telah keliru, Dan

dilakuka

: I i# k bi s |
' proses l¢lang proyek biogas. Sebagai

| pemenang gelang adalah CV Sari
Indah Karya dengan Direktur I Nyo-

. ; mans lartika. Namun dari pengakuan
L t:aﬂ:i a ﬂmnyatldakpe pernah
| menandatangani kontrak dan tidak

| ANGGOTA DPRD Klungkung, Gede'Gita Gunawan, U2 yari i pernah menerima pembayaran kon-
. terdakwa korupsi kasus biogas di Nusa Penida menjalan sidanéa di {)raﬁc Jelps “kal I:Inehhat fonﬁks itu, |'
 Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (9/1). L o ' "‘K‘;?n';?f:i eeal:‘eﬁl‘f;*tb':g s a“Im.: '
DENPASAR, NusaBali | diserahkan oleh CV Sari Inddh |

: pad'a KPA dalam hal itu Made Catur Adnyana.
edangkan penyerahan proyek bantuan biogas itu
epada masyarakat dilakukan Putu Wﬁa a selaku

ota DPRD Klungkung, Gede Gita Gunawan,
42 dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), | Made
Catur Adnyana, 56, membacakan eksepsi (ke-
beratan atas dakwaan) dalam kasus dugaan korupsi
proyek Instalasi Biogas di Nusa Penida, Klungkung
di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (9/1). Se-
mentara istri Gita Gunawan, yaitu Thiarta Nlngsih

35 yang juga menjadi terdakwa dalam kasus i ini |
ede Gita Gunawan yang notabene adala angtota

tidak sidang karena melahirkan pada, Selasa (8/ | L
‘Kuasa hukum terdakwa Gita Gunawan, wan, yang tidak piinya kapasitas dalam proyek
a ity untuk dijadikan terdakwa.

Sujoko mengatakan dalam sidang kali ini hany
Hal yang sama dinyatakan kuasa hukum [ter-

Gita Gunawan yang membacakan eksepsm a. ‘a
Sementara istrinya tidak bisa hadir dalam sidan kwa Made Catur Adnyana yang diwakili W yan
]{5 umardika, “Kami herharap, majelis hakim

na baru saja melahirkan, Selasa (8/1) di
Bros enpasar. Ditanya apakah terdakwa Gita fyatakan bahwa dakaan jaksa batal demi hu
atau tidak dapat diterima,” ujar Sumardika. ﬁ l-'ez
: 1) ;

pala BPMDPKBPD Klungkung, di antaranya pada
ade Bhakta, | Nyoman Yasa, | Way ma dll.
h, berdasarkan fakta itu, jelas bahwa klien kami
dak ada kapasitas dan tidak ada hubunga ya
engan proyek biogds tersebut. Sangat 1alf i

Gunawan sudah sempat melihat anaknya, Agus

mengatakan kliennya mendapat ijin 1. | a5

menemani saat persalinan.

“Jadi kemarin sudah lihat,” ujar

pengacara bertubuh tambun ini.

Ditambahkannya, untuk eksepsi ter- :
- dakwa Thiarta akan ditunda sampai Y |

terdakwa siap hadir dalam sidang.

Sementara itu, dalam eksepsi Gita

Gunawan yang dibacakan Agus me-

nyatakan keberatan atas dakwaan

yang dibacakan Jaksa Penuntut

Umum (JPU) sebelumnya,

“Dakwaan jaksa itu terlalu prema-

tur, tidak jelas dan kabur,” ujar Agus

di hadapan majelis hakim pimpinan

Wayan Sukanila. Ada beberapa hal

yang menjadi pertimbangan kuasa

hukum terdakwa. Yakni, bahwa dari '
| perencanaan awal bahwa penerima

sl kowie o et 2019 ||

l Hal 3. . | _ | \
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Panitit pembebasan lahan

shortcut titik 5-6 di jalur uta-
ma Singiraja-Bedugul, urung
‘menitipkan sisa dana ganti
rugi dimmdjlan Negerl (PN)
raja. Dana ganti rugi itu
meniadi sisa lebih

pun

eiaA a%?‘ﬁa% kil
: - upaten Buleleng
‘tahun 2018.

‘Sepwula panitia berniat me-
nitip dana ganti rugi sebesar
Rp 477,97 juta di PN Singaraja
sebagai konsinyasi. Penitipan
lantaran dana itu belum bisa
dibayarkan kepada pemilik la-
han seluas 1.515 meterpersegi,
atas nama Ferryjanto Satrio,

. Ini terjadi karena, bukti
kepemilikan masih di]adikan
angunan di bank. Di samping
itu, dana tersebut harus dicair-
kan di tahun 2018.

Namun belakangan, dana
tersebut batal dititip di PN
sebagai konsiyasi. Konon ka-
barnya, pembatalan itu akibat
beda persepsi soal proses pen-
itipan dana tersebut.

Pihak panitia mengira, dana
dititip dulu, kemudian ada
proses persidangan. Sedangkan
pihak PN menyebut, persi-
dangan dulu baru ada proses
penitipan dana. Akhirnya pihak
panitia terpaksa mengikuti
mekanisme yang disampaikan

pihak PN,

Kendati demikian, proses
petsidan%au baru dapat dilak-
sanakan di tahun 2019 sehing-
ga sisa dana ganti itu kini
menjadi Silpa karena belum
dapat dicairkan di tahun 2018.

Kepala Dinas Pekerjaan

Ly e P S

ovinsi Bali

. wmmnma

Ruas badan jalan shortcut titik 5 dans yang sudah mulai terbentuk.

Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Kabupaten Buleleng, Ke-
tut Suparta Wijaya dikonfirmasi,
Minggu (6/1) tidak menampik
ada pembatalan penitipan sisa
dana ganti rugi pembebasan
lahan shortcut titik 5-6, sebesar
Rp 477,97 juta di PN Singaraja.

Suparta menyebut, pem-
batalan itu karena prosesnya
harus diawali dengan persidan-
gan dulu, “Memang karena ini
menunggu persidangan dulu,
sehingga dananya belum bisa
dititip. Dananya masih, jadi
Silpa,” katanya.

Menurut Suparta Wijaya,
sambil menunggu proses per-

_sidangan, dana ganti rugi terse-

but kembali diluncurkan di
APBD Induk 2019. Sehingga,
ketika persidangan selesai, ada
keputusan harus dibayarkan
atau dititip, maka dana tersebut
tinggal dicairkan.

“Kami sudah alokasikan kem-
bali di APBD Induk 2019, jadi

jumlah dana ganti rugi itu tetap
sebesar Rp 477,97 juta, |adi
tinggal menunggu keputusan
persidangan saja,” terangnya.
Sebelumnya, dalam pem-
bebasan lahan shortcut titik
5-6 di jalur utama Denpasar-
Singaraja via Bedugul, Badan

Pertanahan Nasional (BPN) .

Buleleng mencatat luas lahan
yang dibebaskan mencapai 10,8
hektare. Lahan tersebut terbagi

‘dalam 30 bidang tanah, dengan

jumlah kepemilikan 22 orang.
Keseluruhan lahan shortcut
yang dibebaskan berada di
kawasan Desa Pegayaman, Ke-
camatan Sukasada.

Proses pelunasan ganti rugi

‘lahan shortcut yang dibebas-

kan sudah dimulai sejak 6
Desember 2018 lalu. Masing-
masing pemilik lahan pun telah
menunjukkan bukti kepemi-
likan, hingga nilai ganti rugi
disepakati ahkan salah satu

“keluarga pemilik: lal:lan yang

e S

‘pelunasan ganti rugi
an shortcut tersebut juga
ertai dengan pelepasan hak

ﬁim menjadi aset pemer-
N@mun, ada salah satu
, an milik keiuanga
F trio, dengan luas
E'Sils H?wr persegi

. dengan
-_ilai g rugi se asar Rp
77.96 atau Rp 4-7'.' 9‘?

gan lebar badan jalan 9 meter
untuk dua jalur. Nantinya, ada
lembatan sepanjang 210 meter
dalam shortcut dengan jumlah
5 tikungan dan kemiringan
maksimal 6 derajat ini. Titik 5
shortcut berada di Kilometer
57 wilayah Desa Wanagiri, Ke-
camatan Sukasada, Buleleng,
tepatnya depan Pura Yeh Keti-
at ke arah timur menuju Desa
Fegayaman. Sedangkan titik 6
shortcut berada di kilometer 59
perbatasan Desa Wanagiri-De-
sa Gitgit, Kecamatan Sukasada.
. Waktu tempuh di atas short-
ut titik 5-6 sepanjang 1,9
ﬁllometer ini hanya 3 menit,
dengan kecepatan 40-60 kil-
ometer per jam. Pembangunan
shortcut titik 5-6 ini sepe-
nuhnya dibiayai dari Apg
dengan nilai kontrak sebesar
Rp 140.684.958.700 atau Rp
140 69 miliar, yang dikerjakan
PT ADHI-Cipta KSO. Shortcut
titik 5-6 ditargetkan sudah ram
pung per 31 Desember‘ 2019

 mendatang % k

Edisi
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Perusda Lanjut, Dirut Dipertahankan

Pemkab Akan

Suport Modal,
Regulasi dan

‘Usaha Baru

Geruduk Dinas, Eks Pegawai
Akan Dipekerjakan Kembali

NEGARA - Sekda Jembrana
I Made Sudiada memenuhi
janjinya untuk menyelesaikan
problem yang tengah
membelit Perusahaan Daerah
(Perusda) Jembrana. Sesuai
perintah Bupati I Putu Artha,
Rabu kemarin (9/1), Sudiada
bersama Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan
Tenaga Kerja (PMPTSP dan
Naker) Jembrana Ni Nengah
Wartini dan Direktur Perusda
Jembranal Gusti Kade Kusuma
Wijaya serta pengawas,
mengadakan rapatmembahas
mengenai Perusda Jembrana,
terkait kebangkrutan dan
pemberhentian pegawai.

Ni Nengah Wartini

mencari terobosan untuk
keberlangsungan Perusda,”
terangnya. Xsta
Sementara itu, saat
bersamaan dengan rapat
yang dipimpin Sekda, mantan
pegawai Perusda Jembrana
yang diberhentikan kemarin
juga menggeruduk Dinas

iy
L

dikonfirmasi usai rapat
mengatakan, berdasarkan
hasil rapat, diputuskan bahwa
pegawai yang sudah nonjob-
kan akan dipekerjakan lagi
jika unit usaha perusda sudah
siap. Karena saat ini masih
proses mencari usaha lagi,
sehingga pegawai sementara
dirumahkan. “Intinya, mereka
belum di-PHK sebenarnya,”
ujarnya.

Inti dalam rapat kemarin,
Perusda Jembrana tetap akan
dipertahankan dan akan
diambil langkah-langkan
oleh pemerintah untuk men-
supportagar Perusda Jembrana
tetap jalan. Langkah yang akan
diambil antaranya, bantuan
sarana, modal, sehingga bisa
beroperasi lagi.

Upaya untuk menyelamatkan
perusda tersebut, pemerintah
kabupaten Jembrana akan
mem-backup penuh usah-
usahayangdilakukan. misalnya
membutuhkan regulasi, akan
dibuat regulasi secepatnya.
“Perusda ditekankan untuk

Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga
Kerja Jembrana. Sebanyak
tujuh orang yang datang
untuk mengadukan sejumlah
masalah yang mereka hadapi.

Tujuh orang mantan
pegawai perusda tersebut

menyampaikan tiga tuntutan.

D Kamis 10 Janua 2019

5




Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Poervald

RadariBSaii

._(“Sambung an)

minfq msalah ml pegenr
diselesaikan,” kat

pegawai yang dinonjobkan.
Senada disampaikan
Putu Gede Yuniarta.

kabupaten Jembrana ¢
pemilik perusahaan ﬁn@k

.battansgungjmah Sarth

sepertiini’ terangnya.
- Dalam kesempatan itu,

Di &ntaranya, mqmintn
i

ta Yunita
Prihatini, salah sédﬂnx Kinerjar

Mewakili pegawai lain, :'
dia meminta pemerintah

ltbih' justru éipériak&km ‘bxnyaap

semua pegawal sepakat  dik nfir

kaburlatau je'm-br_a'ﬂgw
-seeg’u tegas méwka tatus nc
meminta pemerintah untuk yangb
! 1 memberhentikan Direktur disa
kabmten Iemhm:a untuk Perusda Jembrana karena
bertanggungjawab pada dimlalﬁdakbisamenjalmkaa
e "~ heanadl 2 I
|
i
ARG e i i |
'l\mtut:m PL(;']UJ ai Di mmahkan

dan Provinsi A%

tmk iﬁaugmemkﬁﬁk&n
psemsahaair, mundur saja.
ya dakbecus, lebih

n _’ing ‘im mnmh

el ma =
unmk u&aha sedot wc
yang sebelumnya selalu
tembus target Rp 18 juta

Edisi : ]&nmi&, 10 )m“r{-lﬁlg ‘

Hal. : % it I




8 Jaksa untuk 2 Tersangka Korupsi

el
= ?Lﬂ:&himw&ﬁ:T;?J;mmm | D Kt Artanaran (clua daari kiel) dam Kilan Banar Num;ﬂ:ﬂ-:e:
Kasus . hukuman paling singkat 4
. - : tahun penjara. “Penahanan
S-antunan ; ‘melanjutkan penahanan
e 3 R Polres (Jembrana),” kata
Kematlan F]_ktlf Kas:pldsus Kejari Jembrana
NEGARA - Penyidik Sa- -
treskrim Polres I{:mb.rana Ivsa_n i’raldlti;a}’utra-. :
i i e e S et Sty
Tkas serta baran, LS / i
korupsi santunargl kematian pihaknya akan melimpahkan
~ kepada Kejaksaan Negeri (Ke- padapengadilan tindak pidana |
jari) Jembrana, Kamis kemarin = . o
(24/1). Dua tersangka yang korupsi (Tipikor) Denpasar,
dilimpahkan tetap menjalani untukmendapatjadwal sidang.
penahanan di rumah tahanan Timjaksa penututumum (TPU)
(Rutan) Kelas IIB Negara, yang akan menjadi penutut
Dua tersangka tersebut, dua tersangka, sebanyak
adalah kepala kewilayahan LR - ——
.atau klian banjar dari Desa elapan orang jaksa. Beberapa
Tukadaya Kecamatan Melaya, _d_ Lo __.j AL ST
Di antaranya dari Banjar
Sarikuning Tulungagung I
Dewa Ketut Artawan dan
BanjarMundukRanti Tukadaya
I Gede Astawa. Keduanya
ditetapkan tersangka kasus
korupsi karena terlibat dalam
santunan kematian
e Dinas Sosial Jembrana.
Kedua tersangka dijerat -
t Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 #%~
tahun 1999, tentang tindak
pidana korupsi dan pasal 3
UU pidana korupsi junto pasal
55 ayat 1 dan pasal 64 ayat
1 KUHP, dengan ancaman
e e
Edisi  : Junat, 25 Jaouari 2019
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‘diantaranya, jaksa yang
men]abatkepala seksidi Kejari
Jembrana. * Tim}aksadelapan
orang”

Kasus korupsi santunan
kematian tersebut selain
menyeret kepala kewilayahan
atau klian banjar dan
salah seorang PNS, Indah
Suryaningsih. indqh sudah
divonis bersalah dan diganjar
demnﬂahunpldanapemam
Hakim juga membebankan
-terdakwa dengan membayar
uang pengganti sebesar Rp
171 juta, namun jaksa masih
banding karena denda tidak
sesuai dengan tuntutan jaksa
menuntut terdakwamembayar
uang pengganti sebesar Rp
239 juta. :
_ Kasus ko;:upsi ini jug—a.
diduga melibatkan klian dan
perangkat desa lain_ Karena
dari hasil penyelidikan,
terungkap aliran uang
santunan kematian fiktif
diantarnya kepada Kepala
Lingkungan Asih Gilimanuk
Tumari mendapatkan
Rp 18.600.000; Kepala
Lingkungan Asri Gilimanuk

Ni Luh Sridani Rp 29.000.000;

Kepala Lingkungan Iineng
Agung Gilimanuk I Komang
Budiarta menerima uang Rp
7.700.000.

. Kepala Kewilayahan Banjar

Saﬂkunmg Tulungagung

‘1 Dewa Ketut Artawan

menerima Rp 75.800.000;
Kepala Kewilayahan Banjar
Munduk Rani Tukadaya I

Gede Astawa menerima

uang Rp 32.000.000; kaur
pemerintahan Desa Baluk I
Gede Budhiarsa menerima
uang Rp 4.200.000. Selain

kepala kewilayahan dan kaur

tersebut, satu orang lagi juga

menerima uang sebesar Rp

400.000, bernama Saniyah
saat itu sebagai PKK

‘uang hasil komps: santunan

kemaﬂan fiktif tersebut sudah

dilakukan pmyeulﬁigkan oleh
polisi, sehingga bisa lolos dari
ieramnlmhm&mmhdah
Suryaningsih, dua klian tidak
mengembalikan uang hingga
polisi melakukan penyelidikan.
e

¥ Ty
- o &3

Edisi
Hal.

—
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Sekda Klalm Masalah Perusda Selesal

Seal Pem ertaan Bs
| 'P_emetujum Dewan

"%ah ka!;%_‘paten Jem brana

1 Karena itu,
pkan pm;geloiam Msﬁ Jembrana
semakin baik lagi. =

Dengan hasil mpat yang telah
diputuskan, Perusda Jembrana
.dihmphammbuknlﬂmbnran baru
dengan pen; lebih baik. Karena
p#mrimah kahupaten Jembrana
selaku pemilik perusahaan sudah
mga}amin nkan keberlangsungan
Perusda. S@Iah satunya membuat
regulasi yang dibutuhkan dan
mendukung unit usahanya. “Perusda
, sudah selesai (masalahnya),” kata
‘ Sekretari&qasrah (Sekdg) Iembrana 1

yangla '
Perusda Iembmﬁa juga miak
| membayar gaji pegawai selama

j Akbimya.setelahmasalahinimmmt,
- pemerintah kabupaten jembrana
| memutuskan bahwa pegawai yang
“sudah nonjob-kan akan

lagi jilmunitusuha,pemsdamdahsiay.

usaha lagi, sehingga
pegawai sementara
i hi :

Perusda Jembrana
tetap akan
dipertahankan
dan akan diambil
langkah-langkan
oleh pemerintah
untuk men-support
agar Perusda
Jembrana tetap jalan.
Langkah yang akan
dmmbil antaranya,

e el — e e eip

NEGARA - Keputusan hasil rapat

w bulan tahun 2018 lalu, dengan
total sebesar Rp 300 juta lebih.

Karenasaatin;lmasihpmaesmanca:i g

T .m‘

adeSudwda,kamann

Sekda nmmastlkan semua tunmtan o

&l 'Imgu o %Jpegawai, mulia dari kepastian status

nonjob sudah selesai. Karena pegawai
yang telah menerima surat nonjob,

~nantinya akan dlpekerlakan lag:; di

Perusda Jembrana. -

keputusan rapat memang

kepastian penyerahan penyertaan

modal belum bisa diput\mkan karena

harus menunggu persetujuan dewan

“Tidak bisa diputuskan sendiri, harus

ada persetujuan dewan,’ tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya,

Perusda Jembrana ha,ngkrut kama-

tidak ada usaha yang bisan
pendapatan besar. Hanya ada u.saha

percetakan dan sedot WC. Dengan.

usaha tersebut tidak ada cukup untuk
membayar gaji pegawa.l,ﬁakhimya
sebanyak 10 pegawai dlnon}obkan

bantuan sarma,modai selzingga bisa

beroperasi lagi.
Upaya untuk menyelamatkan perusda

‘tersebut, pemerintah kabupaten
Jembrana - mem-backup penuh
usah-usaha dﬁahxkan. Misalnya

regnlas! sacepatnya "Perusda

- ditekankan untuk mencari ‘terobosan
- untuk keberlangsungan Perusdm

termsnm (bas/han)

e 'menyebu: s

masalah penyertaan modal. Akan tetapi,

— o e e Tt

Euur
Hal. 5
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_Mengintip Website OPD di Pemkab Badung yang Masih Digarap Asal-asalan

| o
| Banyak Tak Update, Anggota Komisi di DPRD pun Tak Ada

 kab) Badung telah melaunch-
~ ing Badung Command Cenﬁ_
(BCC) belum lama ini. BCC

juga data center dari sel
organisasi perangkat daer

‘masih banyak website OPD

WEBSITE Pemkab Badung itu
beralamat di www.badungkab.go.id.

- Didalam website ini, sedikitnya ada 72
~ subdomain dari organisasi perangkat
daerah di Pemkab Badung. Dari
kecamatan, kantor, dinas dan badan,
Dari pantauan Koran ini, ternyata
masih banyak data yang dibutuhkan

diupdate ulang,

data sesuai dengantupoksm :
dalam&onmnyangmdia. “Sehingga
masyarakat luas dapat mengakses
data yang diperlukan seperti jumlah
penduduk di Badung, tempat wisata
dan sebagainya,” terangnya.

‘Bila data-data ini sudah terkumpul,
maka pihaknya memastikan seluruh
dataterintqgrasf'semua, Masyarakat
pun dapat dengan mudah
mengakses. “Tujuan awal memang
seperti itu bagaimana supaya

seluruh data dapat terintegrasi.

‘Mengenai hal ini sebetulnya telah

Pemerintah Kabupaten (Pem--

~ sebagai pusat komando d@ E

(OPD) se-Badung. Sayangnya, .‘.‘

yang digarap asa'l-a'salan'. '

PUTRA/ RADAR BALI

BELUMTERBI Nnmam 3 Komisi
DPRD Badung sama sekali belum terisi alias
mwmmmmwum

' 'Kesehatankadl.mgbelum berisi ]umlah
‘Puskesmas di Badung, nama kepala
P‘uskesmas, berapa ada dokter dan

tapi belum tersedia, sehmgga perlu

dari I sampai IV juga sama kali tidak

Sebagai contoh saja, website di Dinas _ terisi. Padahal, anggota DPRD Badung

1k Wakil

itu,” jelasnya. :
Lebih lanjut, ia meuJelaskah bahwa
Badungjugatelah:
Gemmmdﬁemer (BCC) sebagai pusat
semua data dari OPD
- di Kabupaten Badung. BCC ini juga
mempakanpm;etaksesdaﬂserﬁapusat
penyediaan informasi yang mudah
dijangkau, akurat, efektif, real-time,
timely based terkait program Smart City
di Kabupaten Badung. “Visi dari Smart
City Kabupaten Badung ini didasari
" oleh pemanfaatan teknologi i
dan komunikasi(TIK), yang nnya
untuk meningkatkan kinerja
publik, kinerja birokrasi pemﬁimah
dan eMenaf kehijakan puhlik, f

terang Weda Dharmaja, Jumat fjl 1/1).
(made dwija ;nm-a}ynr_) |

Edisi
Hal.
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NEGARA - Rencana
pembangunan pabrik limbah
medis didesa Pulukan, Pekutatan,
masih belum jelas. Sebab, hingga
kini belum ada kesepakatan
antara investor yang akan
mendirikan pabrik limbah medis
dengan masyarakat untuk sewa
tanah wakaf untuk lokasi pabrik.

Sebelumnya pihak investor
memang melirik tanah wakaf
milik warga Muslim itu untuk
lokasi pabrik. Tanah wakaf yang
rencananya akan disewa investor
ini berada di pinggir sungai
dengan kondisi bertebing,
serta jalan yang belum
bagus. Informasinya tidak
semua masyarakat muslim di
Pulukan setuju dengan rencana
penyewaan tanah wakafini jika
digunakan sebagai pabrik untuk
mengolah limbah berbahaya
seperti limbah medis.

Sampai saat ini pembicaan
lanjutan sewa-menyewa tanah
wakaf itu belum ada, sehingga
kapan pabrik dibangun juga
belum jelas. “Untuk penyewaan
tanah wakaf itu masih belum
ada pembicaraan final dengan

v

pabrik itu,” ujar Ketua Nadzir
Wakaf Pulukan Suryanto,
Rabu lalu (9/1); ' Menurutnya,
untuk mencari lokasi pabrik,
investor datang ke kantor desa
menyampaikan maksudnya
yang akhirnya mendatangi tiga
lokasi lahan termasuk tanah
wakaf. “Selain tanah wakaf
ada dua lokasi lahan yang juga
dilihat investor. Lahan wakaf
kami di lokasi itu sekitar lima

Pabrik Limb

o Medis Puluka

Belum Jelas

hektare dan rencananya akan

~ disewa sekitar tiga puluh are,”

ungkapnya. Karena tanah wakaf
milik semua masyarakat muslim
di Desa Pulukan, maka dalam
pengambilan keputusan juga
harus melibatkan masyarakat,
termasuk lembaga yang

_ mengurusi wakaf di kabupaten.

Sementara Sunardi, salah
seorang takmir masjid Desa
Pulukan yang juga sebagai
Kepala Dusun Pulukan
mengatakan, proses penyewaan

tanah wakaf itu masih panjang
karena harus melewati beberapa
proses sebelum pengambilan
keputusan. Perbekel Pulukan [
Wayan Armawa menambahkan,
rencana pendirian pabrik
pengolahan limbah medis
itu masih sebatas wacana
dari investor dan belum ada
kepakatan final. (nom/han)

TUNGGU PROSES: Tanah wakaf di

Desa Pulukan, Pekutatan yang akan
jadi lokasi pabrik limbah medis.

e e 34

S —|

n
|

|

‘ Edisi
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~ MANGUPURA - PemeﬂmahKabu 3
paten (Pemkab menyisakan  total proyek. S
smumlahprcyeizergm%&aﬂi&smnl " Rives a
or. Ada proyek molor karena ulah  laha

~ rekanan yang terlambat dan juga
adaproyek pembayarannya tertunda
alias ngutang. Pemkab Badung dik-  jaan proyek
abarkan menunggak sekitar Rp 300 pembayarar
miliar dari zllpmyekﬁsik.lﬁmtan ~ kan |
pemhayaran tunggakan pr ~ peng
harus dilunasi di tahun 2019, juy

KepaiaBmasPeker]a&nUmumdan_
Pemaahmmngf?upmﬂadxmg. Ida
: s Surya Suamba mengakui ada
tmmpmyekmgbelmndibaym' :
kan oleh Pemkab Badung. Kontan
~ ini menjadi wanprestasi Pemkab
Badung karena tidak menunaikan
kewajiban kepada rekanan. “Kalau

Edisi  : gabu, 2Januwi 204 ‘
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ar Rp 4,5
ter laut deeruntuka unt:.*

dmr(SD)dlmbmn

pen. n.
- ah, P mkab Tabanay

DK set W;J_?* i
RF 00 jut gtahun 2018 v debes:
Ep4mxllar. u}arSu : trakéarin(&/l)

3
%

i - disD1 Da]an Peken,
ruangan kelas dengan ting] i ker

bmt.DAKYangdj fhka ._---
Sementara 11 SD akan

dengan anggara n”p ." ;_ -
satu sekolah dilal‘tttkan}pem
i 1 Dajan Peken angg bl

'“m“kpengadaanhah;kge ' E,
ada 20 SD yang :

X , rEf

.

|

‘. Edisi : Rabw, g anuari 209
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. - . dapat gajl : amun, pegawai
UstlklaIlﬁka masih bisa “bekerja” kl: kgz:itor
Dinas, Akan perusda uniuk Fapat memba-

program ke depan "Memang
ada nobjob itu g e &

it
222
2

Perusahaan DaemE{Pems . ;
Jembrana, berlanjm _:J:
Penanaman Modal, Pela: yan 1‘

Kerja (PMPTSP dan Nak
Jembrana, akhirnya turun u
tuk mendalami masalah pem-
berhentian pegawai Perus
Jembrana, pada Senin kem ;
(7/1). Dinas mengklarifikas

keputusan Direktur Perusda
Jembrana yang memutuskar

memberhentikan pegawain hasll pem-

Hasil klarifikasi, Direkt bahasan dari dewan pengawas
Perusda Jembranamembenar{ dan pemilik per sahaan, da-
kan memberhentikan pega lam hal ini pemerintah kabu-
Artinya, pegawai sudah tidak  paten Jembrana. “Kami juga
ada pekerjaan lagi dan tidak menunggu dari Tuengawas dan

~ menye
masalah Perusda ini.”

| DINAS: DlrekturPeruodaJombmlIGmﬂm SU-
2:&::15:: Kadis PMPTSP dan Naker Jembunuil Nengah Warti I
L mﬂ:ﬂn menyeie (:erluari an bukan pembe - |
egang saham - di , _ ha
E:irl?ang Magsalah Perusda ini”  hentian. D jelaskan. pegf;wi ‘cabut, jkad :;(I:;:n b:sam(llg;_
pungkasnya. Itu berarti, nasib  untuk s | g
Dirut Perusda kini berada di  pekerjaan k ]bemangguan
tangan Bupati Jembrana. _ dak ada usaha lagi di perusa- : A% gokeiin
Sementara itu, Direktur Perus " haan. “Pekerjaan saja tidak ada. mssdify b1
da Jembrana I Gusti Kade Kusu- Apalagi 12 ng untuk menﬂ yan.g % ¥ 2tk
ma Wijaya kembali menegaskan  mereka. Daripada terus rigan. Wﬂl)'asllag s mangbaakan .
bahwa surat nonpc:b yang telah tapl ngak ada pekerjaan, kaT ten y

- Wijaya usai di Dinas,

dmon}obk n.

Edisi : Sdaca, ¥ Sanuar) 20(9
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Sebaglan PNS yang
Tak Terima

AMLAPURA, TRIBUN BALI - Tujuh

PNS di Pemkab Karangasem diberhen-
tikaan secara tak hormat. Mereka di-
berhentikan karena' terlibat kasus tin-
dak pidana korupsi. Surat keputusaan

akhir Bulan Desember 2018 lalu,

Kepala Badan Kepegawaian & Pe-
ngembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Karangasem, | Gusti Gede
Rinceg menjelaskan, tujuh PNS. yang
diberhentikan tersebut, empat orang
bertugas di Disdikpora, dua di Disper-
indag, dan seorang di Dinas Lingkungan
Hidup.

"Tujuh PNS yang diberhentikan su-
dah inkrah, berkekuatan hukum tetap.
Mereka diberhentikan akhir 2018. Seu-
rat keputusan (SK) pemberhentian su-
dah diserahkan ke yang bersangkutan.
Sebagian PNS terima, ada juga tak me-

nerima keputusan ini," kata Gusti Gede
Rinceg, Kamis (10/1).

‘la mengatakan, pemberhentian be-
berapa PNS berpedoman pada SK ber-

sama antara Kementerian Pendayagu-
naan Aparatur Negara, Menteri Dalam

Negera, dnnBadan E@f:gawalmm
ra (BKN).

Keputusan ini tertuang pada no-
mor 182/6597/8J, Nomor 15 Tahun
2018, serta 153/KEP/2018 tentang
penegakan hukum ke PNS yang dija-
tuhi hukuman berdasarkan putusan
pengadilan berkekuatan hukum te-
tap karena lakukan tindak kejahatan
jabatan,

Sebelum menyerahkan SK pember-
hentian ke PNS yang bersangkutan,
Bupali dan Sekda, sempat melakukan
konsultasi ke BKN. Hasilnya pemkab di-
minta segera menindaklanjuti keputus-

Terjerat Kerupsn |
leerhentikan

Kepala Badan Kepegawaian Da.erah
dan Pengembangan Sumber Daya Ma-

nusia (BKD-PSDM) Bangli, Ni Putu Ko-

esalireni menjelaskan, pemberhentian
ini menyangkut PNS yang melakukan
tipikor. “Berdasarkan daftar nama dari
BKN, ada empat PNS aktif yang diber-
hentikan dengan tidak hormat karena
kasus korupsi,” katanya. (ful/mer)

e Te—
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di Pemkab Baduxlg menye-
butkan, selain keterlambat-
an pembayaran yang meng-
akibatkan molomya proyek,
keterlambatan juga ada dari
rekanan sendiri, sehingga
beberapa pelaksana proyek
dikenakan denda. Ada 24
proyek yang proses penyele-
saiannya mudur dari target.
Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang

(PUPR) Badung. Ida Bagus

Surya Suamba tidak menam-
pik puluhan proyek molor.
Namun ia mengatakan ada
beberapa proyek dari jumlah
tersebut di antaranya tidak
langsung didenda, melainkan
pengampunan atau perpan-
tanpa dituntut denda.

I

rovinsi Bali

:

Menurutnya, rekan-
an terus melakukan

ga proyek tersqbut selesai

‘mengenai kapan
proyek yang

Ditegmui di n
Sekretaris Daerah (Sekda)
Badung, Wayhn Adi Arna-
tunggakan yang belum di-
ba: “Kami berterima-

karenapﬂ’naktekanan |

mau engm‘tikﬂndisikami
ya kami akan se-
gemmcmhayérﬁﬂﬂi'ﬂngbf'

keﬂaﬂb’a- :

|

Edisi

Hal
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~ B Kebangkrutan Berujung Nonjobnya 10 Pegawai
‘B Gaiji Selamga Dela‘pa{n ’ lan Juga Belum t*ihfayaf :

NEGARA, TRIBUN BALI - i %

Sebanyak 10 pegawai yang
bekerja di Perusahaan Da-
erah (Perusda) Kabupaten
Jembrana diberhentikan.
Keputusan ini pun diang-
gap sepihak. Puncaknya,
mereka menggeruduk Di-
nas Penanaman Modal, Pe-
layanan Terpadu Satu Pin-
tu dan Tenaga Kerja Jemb-
rana, Rabu (9/1).

Pantauan Tribun Bali, tu-
juh mantan pegawal datang
untuk mengadukan masa-
lah ini. Meraka menyampai- -
kan tuntutannya ihwal ke-
jelasan status. "Kedatangan ¢
kami adalah meminta supa-
ya masalah ini segera dise-
lesaikan,” ucap satu mantan
pegawai Perusda Jembrana,
Yunita Prihatini.

Selain kepastian status,
tuntutan kedua soal gaji
yang belum dibayar selama
delapan bulan pada 2018
lalu. Kemudian tuntutan
terakhir adalah tanggung
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Mantan pegawai Perusda
lainnya, Putu Gede Yuniar-
ta menjelaskan, Pemerin-
tah Kabupaten Jembrana

- selaku pemilik perusahaan
diminta bertanggungjawab
atas dinonjobkannya 10
pegawai. "Rata-rata 10 ta-
hun lebih kami bekerja. Ke-
napa diperlakukan seperti
ini, kami minta kejelasan d:
dan pertanggungjawaban,’ ~sahaan mu a. Lebih  rusdabangkrut. per
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